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Tidak perlu iri kepada keberhasilan orang lain, karena setiap orang memiliki 
tingkat keberhasilannya masing-masing. Belajar bercermin dan mulai 
memantaskan apa yang perlu diperbaiki dalam diri. Selagi bisa diperbaiki maka 
perbaiki. Tetap semangat dan tidak boleh menyerah.  
 
 
 
 
 
   Motto:  
  “Waktumu terbatas, jangan dihabiskan 
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  mengurusi hidup orang lain.”  
 – Steve Jobs 
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ABSTRAKSI 
Nama  : Lola Ivana Dowinda Sari 
Nim  : 201610110311226 
Judul : Pengawasan Badan Pelayanan Pajak Daerah Terhadap 
Pengenaan Kewajiban Wajib Pajak Terhadap Pajak Restoran 
Di Sidoarjo (Studi Kasus Di Badan Pelayanan Pajak Daerah 
Kabupaten Sidoarjo) 
Pembimbing : Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si 
  Sofyan Arief, S.H., M.Kn. 
 
 
 Pajak Restoran merupakan sumber pendapatan Negara yang berasal dari 
Pajak Daerah. Pajak Restoran di Sidoarjo termasuk dalam Pajak Daerah yang 
berguna untuk membiayai pembangunan di Sidoarjo. Dengan diberlakukannya 
sistem pembayaran pajak yang menganut Self Assessment System maka 
pengawasan harus lebih ditingkatkan, karena sistem ini membebaskan Wajib 
Pajak untuk menghitung dan melaporkan sendiri nilai penjualannya. Banyak 
Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran atas penggunaan Self Assessment 
System, oleh karena itu Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo 
diberikan wewenang untuk mengawasi pemungutan Pajak Restoran di Sidoarjo.  
Tujuan Penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan 
yang dilakukan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo terhadap 
Pengenaan Kewajiban Wajib Pajak terhadap Pajak Restoran di Sidoarjo. Metode 
penelitian yang dilakukan penulis adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, 
dengan Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan 
dan penelitian lapangan. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat 
kesimpulan bahwa Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Pajak 
Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah dengan melakukan pemeriksaan terhadap 
laporan data oleh Wajib Pajak yang terdaftar dan dengan memasangkan alat 
perekam transaksi guna untuk menghindari terjadinya pelanggaran-pelanggaran 
oleh Wajib Pajak. Upaya yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah 
yaitu dengan menerapkan pengenaan sanksi administrasi dengan bunga sebesar 
2% dari setiap bulan untuk paling lama 15 bulan sejak saat terutangnya pajak. 
Kendala yang dihadapi oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo 
adalah kurangnya pemahaman Wajib Pajak terhadap pembayaran Pajak 
terutangnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penulis memberikan 
saran kepada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk 
melakukan sosialisasi dan Pendidikan terhadap Wajib Pajak Restoran guna untuk 
meningkatkan pemahaman Wajib Pajak. 
 
Kata Kunci: Pajak Daerah, Pajak Restoran, Wajib Pajak 
 
ABSTRACT 
vii 
 
Name  : Lola Ivana Dowinda Sari 
Nim  : 201610110311226 
Title  : Supervision of the Regional Tax Service Board on the 
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 Restaurant tax is a source of state revenue derived from regional taxes. 
Restaurant Tax in Sidoarjo is included in the Regional Tax which is used to 
finance development in Sidoarjo. With the implementation of the tax payment 
system that adheres to the Self Assessment System, supervision must be further 
improved, because this system frees Taxpayers to calculate and report their own 
sales value. Many taxpayers who violate the use of the Self Assessment System, 
therefore the Sidoarjo Regional Tax Service Agency is given the authority to 
oversee Restaurant Tax collection in Sidoarjo. The author's purpose in conducting 
this research is to determine the supervision conducted by the Sidoarjo Regional 
Tax Service Board on the Imposition of Taxpayer Obligations on Restaurant 
Taxes in Sidoarjo. The research method used by the author is a sociological 
juridical approach, with data collection techniques used are library research and 
field research. From the results of research conducted by the author, there is a 
conclusion that Supervision conducted by the Sidoarjo Regency Regional Tax 
Service Agency is by checking the data reports by registered taxpayers and by 
installing transaction recording devices in order to avoid violations by taxpayers. 
The effort made by the Regional Tax Service Agency is to apply administrative 
sanctions with an interest of 2% from each month for a maximum of 15 months 
from the time the tax becomes due. The obstacle faced by the Sidoarjo Regency 
Regional Tax Service Agency is the lack of understanding of taxpayers towards 
payment of tax payable. Based on the research conducted, the authors provide 
advice to the Sidoarjo Regional Tax Service Board to conduct socialization and 
Education of Restaurant Taxpayers in order to improve taxpayer understanding. 
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